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(Marvita Sar, BP. 03940021, PK Hukum Administrasi Negara, 52 Hakonan, Tahun

2007)

ABSTRAK

Upava unuk menmgkatkan Pendapatan Asli Daeral antara lain melabed pajak
daeran. Salah sat pajak deerab adalah Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Afr Bawah
Tanah dan Auar Permukaan yang dv alur dalam Peranran Daerab Nomor 4 Tahun 2002
Tentang Pajak Pengambilan dan Pemandaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukean dan
Reputusan Gubernor Nomeor 21 Talom 2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peratran
Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2002 Temang Pajak Penpambilan dan
Pemaniaatan Air Bawah Tanah dan Adr Permukaan,

Sehubungan dengan hal diatas perlu ditclaah proses pelaksanaan pemungutan
vang mencakup  kewenangan pemungutan, penctapan  wajib  pajak  dan  Kriteria
pemungntan  pajak vang  perdu dibabas  melalu  penelitian, omuk mendapatkan
pembahasan vang lebih baik penulis melakukan kegiatan peneliian dengan mengrunakan
metode  pendekatan wvuridis  sesologis wvang  feranghum  dalam  rangkaian metode
cenebiian,

Dari hasil penelitan dan pembahasan terhadap permasaalaban dapat di kemukan
cahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Penpambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah
fan Air Permukaan yang kewenangannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Dacrah
FTopmst Sumatera Baral menemuwd kendala antara vang memberi fzin dengan vang
memumzut paak i lekukan oleh mstansi vang berbeda, objek pajak berada pada daersh
czbupaten dan kota akibamya kentribusi terbadap Pendapatan Asli Daerah sangat sedikit
sehingga penulis menvarankan sebaiknya pemungutan diserahkan saja pada dacrah

=apupaten dan kata supava memperoleh hasil vang maksimal.



BABI
PENDAHULUAN
A.Latar Belakang Masalah

Pemermiah dalam menyelengparakan pemerimahan dan pembangunan guna mewujudkan
wesejalterasn masyarakat sebagal svaty kebijakan konstmesi dan untuk it memeslikan biaya,
zalal saty kompenen swmber biava yang berupa penerimaan adalzh pajak selingea pajsk menjadi
andalan bag MNegara Untuk menciptakan dan mencapai masvarakat wvang sejabters, di butuhkan
siava-biaya yang cukup besar, dari itn negara mencari permbiavasnnya dengan cara menank
czak. Penarikan atau pemungutan pajak adalah suat fungs) yang haros < laksanakan oleh
“ezora sebagal suatu fungs: esensial, Tanpa pemungutan pajak sudah bisa i pastikan bzhwa
ceuangan negara akan lumpub lebih-lebih lagi bagl negara yang sedang membanmm sepert
Indonesia.’

Eksistensi pemerintah daerah sebagai bagian dalam pevelenggarzan pemerintahan dan
sembangunan nasional adalsh schagal konsekuensi dari bentuk negara kesatuan vang menganut
=2 desenralisas, Kewenangan pemeriaban daerah dalam penvelengparaan pemerintahan dan
se=tangunan di daerah diberikan oleh LD 1945 terutama i dalam pasal 18A kemudian di
sozean dalam UT Mo, 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintalan Daerah, kewenangan vang
Smesent beropa otonomi dscrah yake mengurus rumah tangea sendit di mana pemerintah

= harus bisa mencar biaya untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dan pembanunan

T Tt mendukung pembiayaan atau pengeluaran daerah,

S = Fenganur Hukerm Pagak, PT Baga Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal 35



Dan berbagal anenan! sumber penerimasn  vang mungkin  dipungut oleh daeral
sehagaimana vang diatwr oleh Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004 Temiang Pemcrintah
Dagrah Pasal 157 menvatakan bahwa swnber pendapatan daerah rerdin dart

4 Pendapatan Asli Daerah vang selanjutnyva di sebut PAD yait:

1} Hasil pajak daerah

21 Hasil resinbusi daerah

3} Hasil pengelolaan daerah yang di pisahkan:dan
4y Lain-lain pendapatan daerzh vang sah

b. Dana Perunbangan;dan

¢ Lain-lam pandapatan daerah vang sah

Drengan ketenmean pasal im maka pajak daereh adalah merupakan salah satu allematif
miuk memenuhi pembiayaan atan penpefuaran daeral dan mengenai pajak dzerah i i alr
Zzlam Undang-Undang Nomar 34 Talun 2000 yang menpakan perobaban atas Undang-Usdang
omor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daersh dan Retribusi Daerah vane di dalam nya amara lain
“enganir dentang pajak pengaminlan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permkaan

“FPABTAP)

Pajak pengambilan dan pemanizatan air bawah tanah dan air permukaan adalsh pajak atas
semambilan dan pemanfastan air bawab tanah dan ar permukaan untuk digunakan bagi orang
Trsadn ataun badan, kecuall untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat. Air bawah
2o adalah air yang berada dalam perut bumi termasuk mata air vang muncol secara alamial di
“ fermukaan tanah. Ads permukaan adalah aw vang berada di atas permukaan bumi, tdak

=—z=uk ar laot. Pengambilan air bawah tanah adalah peneambilan air bawah tanah yang di

st oleh orang pribadi atau badan untuk berbagai macam keperluan. Pengambilan air
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cermukaan adalali pengambian air permukass vang digunakan olel orang prilach atan badan
wtuk berbagai macam keperluan.”

Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawsh Tanah dan Air Permukaan telgh di
iapkan untuk memadi Pajak Propinsi berdasarkan dengan Pasal 2 avat (1) Undang-Undang
comar 34 Talum 2000 wveng menyatakan jems pajak propins terdivi dari Pajak kendaraan’
cermotor dan kendarsan i atas air, Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas
=7, Pajak baban bakar kendaraan bermetor, Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah
Za=n @ir permskazn,

Untek menmdak lanjuh Undang-Unding nomor 34 Tahon 2000 iu elab di keluarkan
seraturan. pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemenntah Momor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak
—zerah dunana pada Pasal 33 avat (1) nva berisikan objek pajak Pengambilan dan Pemanfaatan
S Bawah Tanah dan Air Permukaan

a. Pengambilan air bawah tanah dan air permukaan
b, Pemanfaatan air bawah tanah dan / atau air permulkaan
. lengambilan dan pemanfaztan air bawah tanah dan ¢ air permukaan
Scjalan dengan ilu pemerintah daerall Propinsi Sumatera Barat telah mengeluarkan pula
=rzteran Daerall Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air
“=mokamm vang dimuat pada pasal 3 nya.
Pemungutan terhadap pajak pengambilan ar bawah tanah dan air permukaan dilakukan

—

v Uinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Barat sesuai dengan Peraturan Daeral Propins

“==zra Barat Nomor 5 Tahun 2001 temang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

S== Propingt Sematers Baral yang menyatakan salab satg dinas vang ada adalah dinas

s=metan daersh dan Peraturan Dagrah Propinsi Sumatera Barat Momor 4 Tahun 2002 Tenlany

=i Manot P, Pajak Deemh din Rembusi Daerah, PT. Riga Grafindo Persads, Jakart, 2005, hal 257
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Fagk Pengambilan dan pemanfaaatan air bawah tmah dan air permukaan vang menyebuthkan

~pasal T ayat (4) yang dimaksut Dinas adalah Dinas Pendapatan Diaerah Propinsi Sumatera Barat.

Pemberlabuan pajak dan resteibusi daerah sebagai sumber penerimaan atau pendapatan
daerah pada dasarmya tidak hanva menjadi urusan pemenntahan daerah sebapai pibak vang
menetapkan dan memunent pajak dan retribusi daersh tetap jegra berkattan denpan masyarakat
pada umumnya karena air bawah tanah dan ar permukaan merupakan air vang sanpat di
ourshkan oleh masvarakat untuk berbagai keperluan dalam kehidupan sehan-hari.,

Pada sist lun justru air bawah tanak dan air permukaan tersebut i kenakan pajak vang di
oungat aleh pemerintah propinsi, Hal ini menunjukkan pada akirnva proses pemungutan pajak
dan retribusi daerah akan memberikan beban kepada masyarakat. Oleh karena i masvarakar
perln memahami Ketentuan pajak dan retribusi dasrah secars Jelas sehimgra mau memenulu
cowapbannya  denpan penub rasa tamppung gawab  termasuk pembayaran tethadap Pajak
“engambilan dan Pemanfaatan Alr Bawah Tanah dan Air Permuksan,

Berdasarkan waan di atas penulis terarik untulk mengelabul dasar pemnikiran air bawah
==h dan air permukaan di kenakan pajak, kriteris dpa vang menjadt dasar pemungutannya,
croscdumya termasuk kewenangan yang di berikan kepada DHspenda Propinsi untuk
BT o inya

Mamun saatl i penulis melihat bahwa masvarakat belum banyak wang mengetahui
==ng pemimgutan Pajak Pengambidan dan Pemanfzatan Air Bawah Tanah den Adr Permuksan
& =7 Derakibat kurangmya penerimaan alau pendapatan daerah, Oleh lavana ity penulis tertartk
e menuangkaneya dalam bentuk skripsi dengan judul @ “Pelaksansan Femungutan Fajak
“ezambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan oleh Dinas

“=mizpatan Daerah Propinsi Sumatera Barat”



- BAB VI
FENLUTUP
A, Kesimpulan
Berdasarkan watan dani Bab I dan Bab Il penulis dapat menarik kesimpulan tentang
Pelaksanaan Pemungutan dan Pemanfantan Air Bawah Tanah dan Afr Permukasn  oleh Dings
FPendapatan Dasrah Propins Sumarera Barat
. Pelaksanaan Pemungulan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Al Bawsh tanah dan air
Permukaan yang di lakukan olch Dinas Pendapatan Daerah Propingi Sumatera Bara
berdasarkan Perda Momor 4 Tabun 2002 vang dilaksanakan aleb Unit Pelayanan Teknik
Dinas (UPTDY, wang wajib pajakmyva terdinn dari Orang Pribadi dan Badan, Dasar
pengenaan pajak adalah nila perelehan ar dan prosedur pemungutan i mulzi dar

pendeftaran, pendataan, penelapan, penveteran dan pelaporan.,

13

Kendala yang diemut dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Pengambilan Pajak  Air

Bawah Tanah dan Air Permukaan oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Barat
adalash dimana objek pajak berada & kabupaten dan kota, instansi yang membert izin
dengan yang memungut pajak berbeda, bamvaknya wapb pajak vang ddak memasang
meteran, tidak adanva koordinasi antara kabupaten’ kota dengan dispenda propins,
Rurangmya sosiahisasi kepada masvarakal tentang pajak PPPABRTAP,

Konribusi hasil FPPABTAFP terhadap pendapatan asli daeral Propinsi sumatera baral

henya sediat yang mengakibarkan rendahnyva keinginan untuk melakukan pemungutan

T ——————— —
(2%

sebab  Dhspenda Propmsi Sumatera Barat banya mendapatkan pembahagian  hasil
penenimazn pajak 30% oleh karena ito lebeh di fokuskan penagiban terhadap pajak

propins vang lain,

a1
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